
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025, dan telah ditetapkannya 

petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus oleh 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

perlu dilakukan perubahan terhadap penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 

  b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Wali Kota 

sebagai payung hukumnya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  

dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan… 
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Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota 

Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6975); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);  

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk 

Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 

Penggunaannya, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk 

Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 

Penggunaannya;  

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan; 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;  

  12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 

2025; 

13. Peraturan… 
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  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2025; 

  14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan 

Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025; 

  15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana 

Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 

Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional 

Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan 

Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 

dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertaniasn 

Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 

Tahun Anggaran 2025;  

  16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke 

Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 

  17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 

Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5); 

  18. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran;  

  19. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025;  

Memperhatikan  : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan 

Efisiensi Belanja Daerah;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

  
 

 Pasal I… 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan 

Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

  
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  
Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 15 April 2025 

WALI KOTA PADANG PANJANG, 

 

ttd. 

 

HENDRI ARNIS 

Diundangkan di Padang Panjang 

pada tanggal 15 April 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 

ttd. 

 

WINARNO 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 9 

 


